BAB II
TINJAUAN UMUM JARIMAH TA’ZIR

A. Pengertian Tindak Pidana atau Jarimah menurut Hukum Pidana Islam
Adapun istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang
terdapat dalam kitab-kitab figih Islam disebut dengan “jarimah atau
jinayah”. Adapun definisi dari istilah jarimah yang dikemukakan oleh para

ulama ialah :
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Artinya: Segala larangan-larangan yang haram karena dilarang
oleh Allah dan diancam dengan hukum baik had maupun ¢a’zir, maksud
al-mahdhurat ialah baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun

meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.'

Secara etimologis jinayah ialah :
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Artinya: Jinayah adalah suatu nama untuk perbuatan atau
tindakan pidana yang dilakukan seseorang.’

Sedangkan secara terminologi jinayah adalah nama perbuatan yang
diharamkan oleh syara’ (hukum) baik perbuatan itu atas jiwa, harta atau

selain jiwa dan harta.’

! Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia,
(Bandung: Angkasa, 1993), 77.

> Tbid., 78.

* Ibid., 78.
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Menurut Dede Rosyada, figih jinayah adalah segala ketentuan hukum
mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-
orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari
pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan hadis.’

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, jinayah merupakan suatu
tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi
agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata
jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan,
seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.
Dengan demikian istilah figih jinayah sama dengan hukum pidana.’

Larangan-larangan tersebut, ada kalanya berupa mengerjakan
perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang
diperintahkan. Dengan kata-kata syara’ pada pengertian tersebut di atas,
yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila
dilarang oleh syara’.’

Selanjutnya agama Islam menganggap sebagian perbuatan-perbuatan
manusia itu merupakan tindak pidana jarimah yang oleh karenanya
dikenakan sanksi. Hal ini memelihara kemaslahatan masyarakat, serta
memelihara peraturan-peraturan yang merupakan tiang berdirinya

masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna.

* Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan
Kemasyarakatan, 1992), 86.

> Makhrus Munajat, Dekontruksi Fikih Jinayah, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2.

S Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), 111.
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B. Pengertian Jarimah Ta’zir
Jarimah ta’zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong.
Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu fa’zir adalah
hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya
dikenai had dan tidak pula harus membayar kafarat atau diat.”

Ta’zir adalah bentuk masdar dari kata 5 -3 yang secara etimologis
berarti &4 %), yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti o

menolong atau menguatkan.® Hal ini seperti dalam firman Allah Swt. dalam

Surah Al-Fath Ayat 9 :

-
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Artinya : Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih
kepada-Nya di waktu pagi dan petang.’

Kata ta’zir dalam ayat ini juga berarti 535 LGy 535 ake, yaitu

membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah).
Sementara itu, Al-Fayyumi dalam A/-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa
ta’zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had.'
Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah pada definisi ¢a zir secara
syariat sebab ia sudah menyebut istilah had. Begitu pula dengan beberapa

definisi di bawah ini :!!

7 Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

¥ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: AMZAH, 2013), 136.
? Departement Agama RI, Algur’an dan Terjemahannya..., 838.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah ..., 136.

" Tbid., 136-139.
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1. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus A/-Mu’jam Al-Wasit
Ta’zir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had
syar’i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak
lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).
Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan
had syar’i. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di
atas, yaitu fa’zir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok
had. Dengan demikian, 7a zir tidak termasuk ke dalam kategori hukuman
hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat
mungkin berupa hukuman mati.
2. Al-Mawardi dalam kitab A/-Akhkam Al-Sultaniyyah
Ta’zir adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak
diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan
dosa dan pelakunya. 7a’zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu
sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk
melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan yang
(dikerjakan). Definisi fa’zir yang dikemukakan oleh Al-Mawardi ini
dikutip oleh Abu Ya’la.
3. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah Al-Risywah fi Al-
Syari’ah Al-Islamiyyah
Ta’zir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak
Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada

sanksi dan kafaratnya. Hal mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini
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adalah bahwa ta zir bukan sebagai sanksi yang masuk dalam jenis sanksi
hudud dan kafarat, karena ta ’zir merupakan kebijakan penguasa setempat.
. Abdul Aziz Amir dalam A/-Ta’zir fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah

Ta’zirialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumnya wajib
sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang
tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat. 7%a’zir sama dengan
hudud dalam hal fungsi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan)
kesejahteraan dan sebagai ancaman. Definisi ini memiliki kesamaan
dengan definisi ta’zir Al-Mawardi.
. Abdul Qadir Audah dalam A/-Tasyri Al-Jina’i Al-Islami Muqaranan bi
Al-Qanun AI-Wad'’i

Ta’zir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan
merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa
tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi
hukuman tertentu.
. Ibnu Manzhur dalam kitab Lisan Al-‘Arab

Ta’zir adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi
mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan
menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata al- 72 zir makna dasarnya
adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk
had ini disebut ta’zir, karena berfungsi sebagai pengajaran. Arti lain dari
kata al-7a’zir adalah mencegah dan menghalangi. Oleh sebab itu,

terhadap seorang yang pernah kamu tolong, berarti kamu telah mencegah
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musuh-musuhnya dan menghalangi siapa pun yang akan menyakitinya.
Dari sinilah pengajaran yang tidak termasuk ke dalam ranah had itu
disebut ta’zir.
. Abu Zahrah dalam kitab A/-Jarimah wa Al-Uqubah fi Figh Al-Islami
Ta’zirialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syar’i
(Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. Syar’i menyerahkan
penentuan ukurannya kepada wu/il amri atau Hakim yang mampu menggali
hukum, sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh Hakim-Hakim
periode awal, seperti Abu Musa Al-Asy’ari, Syuraih, Ibnu Abi Laila, Ibnu
Syibrimah, Utsman Al-Batti, Abu Yusuf, teman Abu Hanifah,
Muhammad, murid Abu Hanifah, dan Zufar bin Al-Hudzail, murid Abu
Hanifah yang termasyhur.
. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab A/-Figh Al-Islami wa Adillatuh
Sanksi-sanksi ta’zir adalah hukuman-hukuman yang secara syarak
tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya
kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak
pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas
permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta
melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi-sanksi ra’zir
ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf
pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam

berbagai masa dan tempat.
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ta zir ialah sanksi yang
diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik
berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke
dalam kategori hukuman hudud atau kafarat.'?

Dalam fa’zir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari
Allah dan Rasul-Nya, dan kadi diperkenankan untuk mempertimbangkan
baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya). Bentuk
hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus
tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam
peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode
yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat
ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum
dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta

kedamaian dan ketentraman masyarakat."

C. Dasar Hukum 72 ’zir
Pada jarimah ta’zir Al-Qur’an dan al-Hadits tidak menerapkan secara
terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.'* Dasar
hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta’zir adalah at-ta’zir

yadurru  ma’a  mashlahah artinya, hukum ta’zir didasarkan pada

12 .
Ibid., 136-140.
'3 Jaih Mubarok dan Eceng Arif Faizal, Kaidah Figh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam,
(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 14.
' Jaih Mubarok, Kaidah-Kaidah Figh Jinayah,(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004). Hlm. 47.
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pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan
dalam masyarakat.'’
Menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat Al-Qur’an yang dijadikan

landasan adanya jarimah ta’zir adalah Q.S. al-Fath ayat 8-9 yang artinya :
aiis pkasy 1 aals Bulast €

Aritinya: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi,
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.
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Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah SWT dan
Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih
kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan menterjemahkan
:watu’aziruhu sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu
teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah
dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah
dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.

Adapun Hadits yang dijadikan dasar adanya jarimah ta’zir adalah sebagai
berikut :
1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya * Dari

Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan

seseorang karena disangka melakukan kejahatan”.

'S Makhrus munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Cakrawala,
2006). HIm. 14.
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2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya “Dari Abu
Burdah Al-Anshari RA. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda
:Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang
telah ditentukan oleh Allah ta’ala (Muttafaqun Alaih)”.

3. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya “Dari Aisyah
RA. Bahwa nabi bersabda : Ringankanlah hukuman bagi orang-orang
yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali
dalam jarimah-jarimah hudud”.

Secara umum ketiga hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi
ta’zir dalam syariat Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan
Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan
tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk
membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah
diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk
Jjarimah ta’zir. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang
termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamr, hirabah,
qadzaf, murtad dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut,
termasuk jarimah ta’zir meskipun ada juga beberapa jarimah yang
diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath, lesbian, dan sedangkan
hadits ketiga mengatur tentang tekhnis pelaksanaan hukuman ta’zir yang
bias berbeda antara satu satu pelaku lainnya, tergantung kepada status

mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.
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Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk
jarimah dan hukuman fa’zir antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn
Khattab yang melihat orang menelentangkan seekor kambing kemudian dia
mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti

dan ia berkata : “Asah dulu pisau itu”.'®

D. Macam-macam Sanksi Hukum Jarimah Ta’zir

Hukuman-hukuman a’zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari
hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi
wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu
hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya.'’

Hukuman —hukuman fa ’zir antara lain:

1. Hukuman Mati'®

Pada dasarnya menurut syariah Islam, hukuman ta’zir adalah
untuk memberikan pengajaran (za’dib) dan tidak sampai membinasakan.
Oleh karena itu, dalam hukum ¢a zirtidak boleh ada pemotongan anggota
badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha
memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan
dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian,

atau kalau pemberntasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jaalan

' Drs. Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia,(Yogyakarta: Teras, 2009). Hlm.
182-185.

17" Abdurrahman al-Maaliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul 1zzah,2002),
249.

' Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 10- terjemahan (H.A. Ali, Bandung: Alma’arif, 1987), 164.
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membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang
membahayakan. Namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam
Jarimah ta’zirtidak ada hukuman mati.

. Hukuman Jilid

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi
hukuman jilid dalam fa’ziz. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan
ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena
hukuman fa’zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar
berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat
bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam fa’zir adalah 39 kali, dan
menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangakan diakalangan mazhab Syafi’i ada tiga pendapat.
Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan
Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf.
Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada ta’zir boleh lebih dari 75
kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa jarimah ta’zir
yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya
sama dengan pendapat madzhab Syafi’i diatas. Pendapat ke empat
mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah
tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap jarimah lain

yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak
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sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman ta’zir tidak
boleh lebih dari 10 kali.
3. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam.
Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, Hukuman
kawalan terbatas. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang
batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa
ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka
mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara
ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan
maslahat. Kedva, Hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati
bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu,
melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik
pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang
berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah-jarimah
yang berbahaya. Dan Allah SWT telah membatasi pemenjaraan dengan

kematian, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa’: 15.

%
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Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan
perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang
menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian,
maka karunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai
mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain
kepadanya”."

' Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 274.
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Hukuman Salib*’

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarimah gangguan
keamanan (Ahirobah), dan untuk jarimah ini hukuman tersebut meruapakan
hukuman hadd. Akan tetapi untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak
dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si
terhukum si terhukum disalib hidup hidup dan tidak dilarang makan
minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan
shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak
lebih dari tiga hari.

Hukuman Ancaman, Teguran ( 7anbih) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan
syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya
dengan ancama akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman
yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Hukuman Pengucilan (akHajru)*'

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir
yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah
melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta
dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan

Hilal bin Umaiyabh.

2 Ibid

! Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 145.
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7. Hukuman Denda ( 7ahAdid)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai
hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung
dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah
tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya
tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang

menyembunyikan barang hilang.

E. Tujuan dan Syarat-Syarat 72 ’zir

1.

Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan

Jjarimabh.

. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak

mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.

. Kuratif (islah). 7a’zir harus membawa perbaikan perilaku terpidana

dikemudian hari.

. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke

arah yang lebih baik.

Syara’tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap

Jjarimah ta’zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang

paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk

memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi 7a’zir tidak

mempunyai batas tertentu.
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Ta’zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan.
Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun
perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap
orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan
alasan yang tidak dibenarkan, baik berbuat dengan perbuatan, ucapan, tau

isyarat perlu diberi sanksi 2 zir agar tidak mengulangi perbuatannya.”

F. Macam-macam Jarimah Ta’zir.
Berikut ini macam-macam jarimah ta’zir, yaitu sebagai berikut :*
1. Jarimah hudud atau qisas — diat yang terdapat syubhat, dialihkan ke
sanksi razir, seperti :
a. Orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya yaitu :
Y aus &

Artinya: Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. (HR. Ahmad
dan Ibnu Majah).

b. Orang tua yang membunuh anaknya. Dalilnya yaitu :
205, g 3LEY
Artinya: Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman kisas karena
membunuh anaknya. (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi).
Kedua hadis tersebut melarang pelaksanaan kisas terhadap
seorang ayah yang membunuh anaknya. Begitu pula ayah yang mencuri

harta anaknya tidak akan dikenakan hukuman had potong tangan. Dengan

2 H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Ed. 1. Cet. 3. Jakarta, Amzah, 2015), 142
> 1bid., 143-144.
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adanya kedua hadis itu menimbulkan syubhat bagi pelaksanaan kisas dan
had. Adapun mengenai syubhat, didasarkan atas hadis berikut :
O FEABINCR (P31
Artinya: Hindarkanlah had, jika ada syubhat. (HR. Al-Baihagqi)

2. Jarimahhudud atau gisas — diat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi
sanksi ta’zir. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan,
dan percobaan zina.

3. Jarimah yang ditentukan Al-quran dan Hadits, namun tidak ditentukan
sanksinya. Misalnya, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi
palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.

4. Jarimah yang ditentukan ul/il amri untuk kemaslahatan umat, seperti
penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan,
pembajakan, Auman trafticking, dan money laundring.

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana ta’zir terbagi
menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut :**

1. Pelanggaran terhadap kehormatan, di antaranya :

a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.
b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan.
c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.
d. Peculikan.
2. Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya :

a. Tuduhan-tuduhan palsu.

** Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55-57.
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Pencemaran nama baik.

Penghinaan, hujatan, dan celaan.

3. Perbuatan yang merusak akal, di antaranya :

Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat
merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan,
menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika,
psikotropika, dan sejenisnya.

Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun

dengan maksud dibuat khamr oleh pembelinya.

4. Pelanggaran terhadap harta, di antaranya :

C.

d.

Penipuan dalam masalah muamalat.
Kecurangan dalam perdagangan.
Ghasab (meminjam tanpa izin).

Pengkhianatan terhadap amanah harta.

5. Gangguan keamanan, di antaranya :

a.

Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam
perkara hudud dan kisas.

Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan

merugikan orang lain.

6. Subversi/gangguan terhadap keamanan negara, di antaranya :

a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan.

b. Spionase (mata-mata).
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c. Membocorkan rahasia negara.

7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya :

a. Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur.

b. Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun
tulis.

c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti
meninggalkan salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang
hari di bulan Ramadan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana ta’zir tidak hanya terbatas pada macam-macam
tindak pidana di atas. 7a’zir sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan
apapun (selain hudud dan jinayah) yang menyebabkan pelanggaran terhadap
agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap

perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan ta zir.

Hukum Sanksi Ta’zir

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi 72 °zir;”> 1. Menurut
golongan Malikiyah dan Hanabilah, fa’zir hukumnya wajib sebagaimana
hudud karena merupakan teguran yang diisyaratkan untuk menegakkan hak
Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh
mengabaikannya, 2. Menurut madzhab Syafi’i, ¢a’zir hukumnya tidak wajib.
Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika

hukum itu tidak menyangkut hak adami, 3. Menurut madzhab Hanafiyah,

* H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Ed. 1. Cet. 3. Jakarta, Amzah, 2015), 144.
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ta’zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada
pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan,
kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenan dengan hak Allah,
keputusnnya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam
penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika
menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si
pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam
berpendapat, “Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum
ta’zir berkenan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi
wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada
maslahat bagi pelaku kejahatan”.

Ta’zir dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh
karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya,
bukan meniadakannya sama sekali.

Penetapan sanksi fa’zir dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta
pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama
kaum laki-laki dibolehkan, namun tida diterima jika saksi dari kaum
perempuan saja.

Selain imam atau hakim, orang yang berhak memberikan sanksi ¢a zir
kepada pelanggar hukum syar’i adalah ayah atau ibu untuk mendidik
anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik
muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan

jiwa si pelanggar hukum, kecuali imam atau hakim.
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Menurut imam Al-Syafi’i dan Abu Hanifah, pemberian sanksi ta’zir
oleh selain penguasa harus terikat dengan jaminan keselamatan. Karena
mendidik dan memberi peringatan bagi selain imam tidak boleh sama dengan
apa yang dilakukan oleh imam yang memang ditugaskan oleh syariat. Hal ini
sebagaimana hadits dari Abu Hurairah r.a yang mengatakan bahwa
Rasulullah Saw bersabda, “Imam (penguasa pemerintah) adalah perisai. Dari
belakangnya, musuh-musuh diperangi. Jika imam itu memerintah dengan
tagwa kepada Allah SWT dan ia betindak adil, maka baginya pahala; dan
jika ia memerintah dengan selain taqwa, maka baginya dosa dari
pemerintahnya.” (H.R. Muslim dalam kitab Al-Imarah).

Maksud dilakukannya fa’zir adalah agar si pelaku mau menghentikan
kejahatannya dan hukum Allah tidak dilarangnya. Pelaksanaan sanksi ta’zir
bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi hudud. Adapun orangtua
terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya,

hanya terbatas pada sanksi ta zir, tidak sampai kepada sanksi hudud.

Hikmah Disyariatkannya 72 ’zir

Islam mensyariatkan hukuman fa’zir sebagai tindakan edukatif
terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar
dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang
terdapat dalam hukuman had. Hanya saja hukuman fa’zirini berbeda dengan
hukuman hadd karena tiga hal berikut ini: 1. Pelaksanaan hukuman hadd

tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman fa’zir yang pelaksanaannya
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berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang, 2. Dalam kasus hadd
tidak diperkenankan meminta grasi sesudah kasusnya dilaporkan kepada
sang hakim, sedangkan dalam kasus hukuman ¢a’zir hal itu diperbolehkan, 3.
Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman ta’zir orang yang
melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya. Pernah
terjadi Khalifah Umar menakut-nakuti seorang wanita sehingga wanita
tersebut mengalami keguguran karena merasa kaget dan ketakutan, akhirnya

Umar ra. Menanggung diat atas janinnya.26

*® Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 10- terjemahan oleh (H.A. Ali Bandung: Alma’arif, 1987),161.



